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ABSTRAK 

 

Kemajuan teknologi sistem informasi saat ini memudahkan masyarakat 

dalam memenuhi hak atas kebebasan berpendapat dan berekspresi. Dalam hal ini 

terlihat bahwa perkembangan teknologi informasi sangat berhubungan erat 

dengan pelaksanaan hak untuk berpendapat dan berekspresi sebagai salah satu 

bagian dari hak asasi manusia. Sebagai suatu kewajiban untuk melindungi 

pelaksanaan hak asasi manusia, pemerintah membentuk suatu peraturan 

perundang-undangan guna untuk mengatur dan menata kehidupan bermasyarakat 

dengan adanya Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas 

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi 

Elektronik (selanjutnya disingkat dengan UU ITE). Namun, dalam 

pengimplementasian UU ITE telah menjadi pembatasan bagi masyarakat untuk 

memperoleh hak-hak asasi yang dimilikinya. Masyarakat menganggap kebebasan 

untuk berpendapat dan berekspresi dalam media teknologi informasi telah dibatasi 

dengan adanya pasal-pasal dalam UU ITE yang bersifat multitafsir. Berdasarkan 

uraian latar belakang, maka permasalahan yang dikaji dalam penelitian ini yaitu: 

Pertama, bagaimana pengaturan hak kebebasan berpendapat dan berekspresi 

dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi 

Elektronik? Kedua, bagaimana proporsionalitas kepentingan suatu negara untuk 

melindungi warga negara dan kebebasan warga negara yang dibatasi dalam 

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi 

Elektronik? Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif 

(yuridis normatif) dengan pendekatan kepustakaan (library research) yaitu 

diperoleh melalui peraturan perundang-undangan, buku-buku, dokumen resmi, 

publikasi, dan lain-lain. Hasil penelitian yang telah diperoleh, yaitu: Pertama, 

pengaturan kebebasan berpendapat dan berekspresi telah diatur dalam UUD 1945, 

tetapi pemerintah tetap menerapkan pembatasan terhadap pelaksanaan hak 

kebebasan berpendapat dan berekspresi dengan UU ITE. Kedua, proporsionalitas 

kepentingan suatu negara untuk melindungi warga negara dan kebebasan warga 

negara telah dibatasi dengan adanya UU ITE. Pemerintah berkewajiban untuk 

memberikan perlindungan terhadap hak asasi manusia dengan menciptakan UU 

ITE dalam rangka melindungi masyarakat dari potensi terjadinya kejahatan dalam 

media teknologi. 


